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PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka penertiban dan pengendatidradap kendaraan
bermotor umum yang melakukan kegiatan di wilayahaK®asuruan perlu
diatur mengenai izin trayek;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Repuridinesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusiadbamaka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2000 tentatrgpB&& Izin Trayek
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksladhuruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentatgoRsi Izin Trayek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahigb4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJaiva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, BEdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 186@ang Pokok —
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesahuh 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8034);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun li@8tang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonedmuiT4981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@9)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 9196ntang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas daniupkip Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T&lfi8® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@fai)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 42@6ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 oNoi25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimiiadieibah yang
kedua kali dengan Undang-Undang Republik IndonBlsimmor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28@8nor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4 )4
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun42@htang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nat3@; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun92@htang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubblonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92@6ntang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indan€ahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoN86038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun92@btang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&pimolonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reputdigniesia Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 12Qé&ntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembkrgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaragarideRepublik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buiial982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkéduruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2{uiial983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 temiakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud3 1®omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@98)3sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Repubdlknesia Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia T&@10 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noti)5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44uial993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indon€afaun 1993 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N86&Y);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4duiial993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RepuidiEnésia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58ufa2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rejfndidnesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buiia2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraaarinBehan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuwb 20omor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68uiia2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Petraum@ajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik dlegdia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafdomor 5161);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaB067 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&er&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&®6ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdysivey kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2uf&®11;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 20@8tang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan DenganusagkJmum;
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Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun #0@&ng Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KBtsuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun B&ffdang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dalécdh Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubahateRgraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran DakKrih Pasuruan
Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun @0@&ng Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasarfdan Tahun 2008,
Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

arwnE

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan, Korasirilan Informasi.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan oadapenghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnyabusir yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajiltritieei serta
pengawasan penyetorannya.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnyseldit Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai peyagraratas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modgl manupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakulsaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanggeseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha miklerdh (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kokggerasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oamnisassa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 8antuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk asatap.

Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umutakupelayanan jasa
angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjaléetap, serta lintasan
tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermootr aagkuirang yang
memiliki tempat duduk maksimum 8 (delapan) orangnésuk untuk
pengemudi yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
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Mobil bus adalah kendaraan bermootr angkutangryang memiliki
kapasitas tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orterghasuk untuk
pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 kg.

Izin insidentil adalah izin yang hanya dibenk&epada perusahaan
angkutan yang memiliki izin trayek untuk menggumak&endaraan
bermotot cadangannya menyimpang dari izin trayelgymiliki.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu dfietah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataaBa@ng dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pasga atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber dayalksleang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi h&pgan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi izin trayek yang selanjutnya disetmitibusi adalah pembayaran
atas pemberian izin untuk kendaraan bermotor umotukumemberikan
pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal flzaantperjalanan tetap,
serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidajadwal.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Bagang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk me{ak pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retriieuEntu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertgang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jatan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selarguthgingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yanghtelilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa tan ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepalarah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selaygutdisingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaartoga jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayangyselanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mehkam jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah krestiibusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgé& terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selangutigingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghioean mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secabgektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaatuk umenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahletfdyusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kedentyperaturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retdaesah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusalad serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertanguenpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak piddnaidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotartasu

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retiitaebagai pembayaran atas
pemberian lIzin Trayek untuk menyediakan pelayanagkatan penumpang

umum dan angkutan insidentil pada suatu atau bebdrayek tertentu dalam

wilayah Kota.
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Pasal 3

Objek Retribusi 1zin Trayek adalgbemberian izinkepada orang pribadi atau
Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan pengmpaom dan angkutan
insidentil pada suatu atau beberapa trayek tergaiam wilayah Kota.

Pasal 4

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau ba@dag memperoleh izin trayek
dari Pemerintah Kota.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayatwgilb membayar
retribusi secara tunai sebelum izin trayek dit&ebit

(3) Tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan dartukbezin trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengatuRen Walikota.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ijin trayek termasuk golongan retribusripinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumgaldd&raan, tempat duduk dan
masa berlakunya izin.

BABV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUS

Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnylarédibusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biayaygbenggaraan
pemberian izin trayek.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimiamakdud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan diangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatipelaberian izin tersebut

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditentukan berdasarkamlah izin yang
diberikan dan jenis kendaraan.
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(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimdinaaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

JENISKENDARAAN DAYA ANGKUT TARIF
RETRIBUS
1 2 3
1. Mobil Penumpang s/d 8 orang Rp.35.000,-/ 6 bulan
Umum
2. Mobil bus > 8 orang Rp.105.000,-/6 bulan
Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @igtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksudh pagt (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembaegakonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pgafta(2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUS
Pasal 10
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasafgperkalian antara tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pakatgan tarif Retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VIlII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11
Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanyanérf) bulan kalender.
Pasal 13

Retribusi 1zin Trayek terutang terjadi sejak ditkd@nnya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgada ayat (1) berupa
karcis.
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Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksudndaPasal 13 ayat (1)
disetor ke Kas Umum Daerah.

1)
(@)
3)

(4)
(5)

1)
(@)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 16

Wajib retribusi tertentu hanya dapat mengajukarekaian kepada walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas kartu izin trayek

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasankxla dengan disertai
alasan-alasan yang jelas

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdimga 3 (tiga) bulan
sejak tanggal kartu izin trayek diterbitkan, kecwadjib retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tadaenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksial gyat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atlwdsaan wajib retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayabusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, WajibriBesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (@h&ulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran R&trdebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, pboman pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDRBis diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Raisb lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada @yatlangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBegribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribumgsemana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lamgd@a) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Reiritilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga s@b2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabgyanan Retribusi.
Tatacara pengembalian kelebihan pembayaranribB&Et sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturankdtali

BAB XIlI1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi meanjeedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak d$aaitangnya retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidadii bidang retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaaldiud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiib baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaamdimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggerimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsunggagbana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan #assnnya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melugasitkepada
Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak largssgbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajpgrmohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan kebeodttin Wajib
Retribusi.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI/SANKS]

Pasal 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, kenagadan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atmnksinya.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaicimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan VRetiibusi

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pgda (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, Kkeringanam g@eembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Walikota.

Pasal 20

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk ojerkepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksan peraturan
perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

(2) Waijib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtadlokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berg#aru dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ataogan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcar
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemaikseetribusi diatur
dengan peraturan walikota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemwtungfribusi sebesar 5
% (lima perseratus ) atas dasar pencapaian kitestgntu.
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(2)

)
(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dyatdimaksudkan
untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;

c. pelayanan kepada masyarakat

d. pendapatan daerah;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatitétapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatilfayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@aia insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulanikugnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun angggvanerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudalayditkan untuk triwulan
sebelumnya.

Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimakadd pyat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Linggan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk noédak penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kisnd dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1l)aladpejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kgtang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuarnunaeraperundang-
undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud paddByadalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliterkagan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangibRsi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebitkigmdan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangamgemai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yhlaggukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orarigagir atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain begkemkengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balvarkti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkalakpenyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peblaiesa tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoranginggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbang dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokuiareg gibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tipidaka Retribusi;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dhperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaaca penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuperaturan
perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi NeagaRepublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumdaadang-Undang
Hukum Acara Pidana

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsghingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lanfaga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahriRasi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupaleaerimaan
negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatuh [Emjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makati®an Daerah Kota
Pasuruan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Taiayek (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 14) dicdbut dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk@ngundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011

WALIKOTA PASURUAN
Ttd,

HASANI
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Diundangkan di: Pasuruan
pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,
Drs.H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 24

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

l. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiapa&nyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglital. Oleh karena itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberageaad Asli Daerah baik berupa
penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yanggatar tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik led@nNomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabeht/ndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan ReiriDaerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka perakean Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Tiayek yang pembentukannya
berpedoman pada Undang-Undang Republik IndonesraoNd8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Rkpadonesia Nomor 34 Tahun 2000
perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalaasalp ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tagsir d
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan
pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 . Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasal 5 . Cukup jelas
Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 . Cukup jelas
Pasal 8 . Cukup jelas
Pasal 9 . Cukup jelas
Pasal 10 . Cukup jelas
Pasal 11 . Cukup jelas
Pasal 12 . Cukup jelas
Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14 . Cukup jelas
Pasal 15 . Cukup jelas
Pasal 16 . Cukup jelas
Pasal 17 . Cukup jelas
Pasal 18 . Cukup jelas
Pasal 19 . Cukup jelas
Pasal 20 . Cukup jelas
Pasal 21 . Cukup jelas
Pasal 22 . Cukup jelas
Pasal 23 . Cukup jelas
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Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 18

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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